
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta, 13 Mei 2024 

Hal Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 

terhadap Perkara Nomor: 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 yang 

dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional Pada Daerah Pemilihan 

Yahukimo 3. 

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 

Jakarta Pusat 

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. 

Pekerjaan/Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum 

{� h-te.; �?....'f 

I(. 3, ".L w ( & 

Alamat Kantor Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat 

Telepon Kantor : (021) 31937223, 

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada: 

1. Remana Nugroho, S.H. (NIA: 16.01412) 

2. Miftakhul Huda, S.H. (NIA: 02.11214) 

3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400) 

4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473) 

5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471) 

6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677) 

7. Sisca Lisa Siagian, S.H. 

8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. 

(NIA: 15.00992) 

(NIA: 99.10694) 

















Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Permohonan 

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada pokoknya menuntut

perolehan suaranya di Dapil Yahukimo 3 di Distrik Mugi karena terjadi

praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang

mengalihkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Yahukimo 3 kepada

pihak lain, sehingga pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menjadi hilang

atau 0 (Nol), akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas

adanya perbuatan-perbuatan curang dan/atau pelanggaran mengenai

pengalihan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon,

sehingga tidak jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan Termohon, dialihkan kepada siapa perolehan suaranya,

dan berapa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal

75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana diubah ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 ("UU MK") sebagai berikut :

" Datam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan

}etas tentang :

a. Kesatahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oteh Komisi

Pemitihan Umum dan hasit perhitungan suara yang benar menurut

Pemohon; dan

b. Permintaan untuk membatatkan hasit perhitungan suara yang

diumumkan oteh Komisi Pemitihan Umum dan menetapkan hasit

perhitungan suara yang benar menurut Pemohon"

3. Bahwa secara rigid, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023, yang

menyatakan

"2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memuat:

b. uraian yang }etas mengenai :

4. pokok Permohonan, memuat penjetasan mengenai kesatahan

hasit perotehan suara yang ditetapkan oteh Termohon dan hasit

perotehan suara yang benar menurut Pemohon;

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 240-01-12-
37 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 














